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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 81 TAHUN 2015 

TENTANG 

EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat 

perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, 

kemandirian, keberlanjutan pembangunan, 

kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan 

kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari 

pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan; 

  b. bahwa bahwa untuk mendapatkan hasil evaluasi 

perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan 

instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan 

kelurahan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan 

Kelurahan 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
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  7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI 

PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1.   Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2.   Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
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dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

3.   Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4.   Kecamatan atau yang disebut oleh nama lain adalah 

bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin 

oleh Camat. 

5.   Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang 

dipimpin oleh lurah sebagai perangkat kecamatan.  

6.   Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7.   Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

8.   Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9.   Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 

selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana 

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 

(enam) tahun.  

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut 

RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun 
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12. Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu 

upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, 

kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada 

instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan 

guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan 

serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. 

13. Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan 

adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta 

menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat 

perkembangan Desa dan kelurahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan 

kemasyarakatan.  

14. Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian 

terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, 

kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal 

dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan. 

15. Tingkat perkembangan Desa dan kelurahan adalah status 

tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan 

kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan kelurahan. 

16. Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan yang 

selanjutnya disingkat Tim EPDesKel adalah kelompok 

kerja yang melaksanakan evaluasi perkembangan Desa 

dan kelurahan berdasarkan instrumen pada wilayah kerja 

yang telah ditentukan. 

17. Lomba Desa dan kelurahan adalah evaluasi dan penilaian 

perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, 

kewilayahan, dan kemasyarakatan yang cepat berkembang 

yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. 

18. Upakarya Wanua Nugraha adalah penghargaan yang 

diberikan kepada desa dan kelurahan juara lomba desa 

dan kelurahan tingkat nasional. 

19. Labsite adalah sebuah desa dan kelurahan yang dapat 

dijadikan percontohan bagi desa dan kelurahan lainnya.  
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